GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang @ &

Mengingat : 1.

NOMOR 99 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

lﬂ.h“untukm::hkhﬂllﬂﬂhmmml’uﬂﬂﬂuﬂﬂ
Permturan Dacrah Provinsi Sulawes! Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Daerah,

mh‘ulpmmumtﬁmrupdlﬂmai&ndﬂﬂunw
Sulawesal Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis

Sekolah Menengah Atas Negeri,

bahwa sehuburgan maksud dalam huruf a, periu menetapkan
Persturan Gubernur Sulawes: Selatan tentang Organisasl Dan
Tata Kerja Unit Pelaksans Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri
Fada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor T8, Tambahan Lembaran Negars Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negama Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil
Negara (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahunn 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Mommor S4%48);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor S679);

Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2014 teniang Administram
Pemerintahan (Lembaran Negara Republic [ndonesia Tahun
2014 Memer 292, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 5601);
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fi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembamn

Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 23, Tambahan
Lembaran Negars Republil Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negeras Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
HmEEET]

B, Peraturan Daerah Provinai Sulewesi Selatan Nomuor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20156 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinai Sulawesi Selatan

Nomor 293};
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN QUBERNUR TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGER
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINS! SULAWESI SELATAN.

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ualam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

-
2.
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Daerah adalah Provinsi Sulawesl Selatan

Pemmerintah Daerah adalah Gubernur schagal unsur penyelenggars
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Cubernur adalah Cubermnur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Darmbh adalah Sekretaris Daemh Provinal Sulaweai Selatan.
Peraturan Gubernur adalah Peraturan CGubernur Sulawesi Selatan.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulaweai Selatan.

Kepals Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provins Sulawesi Selatan,
Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulaweai Selatan.
Kepala UPT adalah Kepals UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

10. Tugas adalah fkhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

11.
12,

Fungsi adslah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
Uraian tagas adalsh paparen atau bentangan atas semua tugas jabatsn yeng
merupakan upaya pokok yang dilaicukan pemegang jabatan.

BAB O
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUEAN

Pasal 2
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UPT scbagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin aleh Kepals
UFT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan rugas tambahan.

UPT sebagmimana dimaksud ayat (3), berada di bawah dan
mgﬁmmmmﬁgﬂmmmwwm

Susunan organisasi UPT terdiri dan:
8. HKepala UPT Sekolah;
b, Subbagian Tata Usaha; dan

¢. Jabaten Fungsional

Bagan susunan organisasi sebagaimsna dimaksud pada ayat (1], tercantum
pads lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahloan dari Peraturan
Cubesrnur ind.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Pusgsi, Dan Uraian Tuges Kepala UPT Sakalah

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu HKepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan tcknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud peda ayat (1),

mem ai fungei:

a MH-:I kebijakan teknis pelaksanaan pengeiolaan Sckolah Mencngan
Aras Negeri;

b kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negerd;

» pelaksanaan -

Menengah Atas Negeri,
d pelaksanaan administrasi UPT, dan
e pehkununﬁmpilﬂnrm;dfhurﬂmnﬂhhﬂmhﬂinﬂwhllmdm

fungsinys.

Uralan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebmgai pedoman dalam pelaksanaan
TUgRS:

b, mendistribusikin dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
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£, MeMAntay, mengawas mengevaluasi pelaksanaan tuges dalam
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan dan melsksanakan kebijakan program, keuangsn, umum,

g mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan tekmis pengelolann Sekolah
Menengah Atas Negen;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan telmis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri;

i. mengoordinasikan pelaiksansan prosss kegiatan belajar mengajar;

| mengoerdinasilean pelaksanaan administrasi kegiatan belajar meangajar;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan
kerinsama dan peran serta masyarakat;

|, mengoordinasikan dan merumusksan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belajar menigajar,

n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarans pendukung penvelenggaraan pendidikan;

0. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegintan ekatrakurnilouler;

p. mengoordinasikan pelaksanaan kegistan kerjasams dengan instans! terkait
dan masyarakat:

q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di
luar jam sekolah;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauvan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknia pengetolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

s. melaksanakan koordinasi dan konsultisi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

t menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negars sesusi ketentuan permturan
perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasd pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan
wmmmummmmm

v, melaksansloin tugss kedinssan lain yvang diperintahkan atasan sesusl
dengan bddang nugasnyva

Bagian Kedua
Tugas dan Umian Tugss Kepala SBubbagian Tata Usahs

Pasal &

Subbagian Tata Usahs dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyal tugas
membanty Kepala UFT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
teknis dan administresi penyusunan progrem, pelaporan, umum, kepegawaian,
dan keuangan dalam lingkungan UPT.
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(2} Uradan tugas schagaimana dimaksud pada syat (1), meliputi:

(2]

a.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Tats Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanann ruges;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fUgAs;

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
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pelaksanasn tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/amu menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat scsuai dengan bidang tugasnya

melakukan koordinasi pelaksansan kegiatan dalam lingleungan UPT
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan

melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian dats dan
informnasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelavanan administras, umum;
mengoordinasilkan dan melaikan pelayanan kepegawaian dan huloum;
mengoordinasiksn dan melakukan pelayanan administrasi kevangan,
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tatalaksana;

. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggnan;

mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan,

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
mmmmuhmmmunmmmm
fungsi,

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketemfuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang mugasnys

BAEBV
JABATAN FUNGSIONAL

Pamal 6

memwmm:wmhw-
adalah jabatan fungsional vang telah ditetapkan berdasarken ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Pungsional pada UPT dilaksanakan berdasarken hasil
analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuni ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAE VI
TATA KERJA

Pasal 7

i

(1] Kepala UPT dalam melaksansakan nugasnya berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesusi dengan ketentusn peraturan perundang-
undangan.

(2] Kepala UPT, Kepala Subbagian Tatn Usaha, Psjabat Fungsional dan seluruh
personil pads UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hiemrki, koordinasi,
kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilites, transparansi,
serta efektvitas dan efisiensd.

Fasal 8

(1} Kepala UPT, Kepals Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arshan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secars berkals dan/atau sesuai keburuhan secara tepat

waktu kepada atasan masing-masing.
[2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan

digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis UPT.

(3] Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnys,

melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, seria
melaksanakan rapat koordinasl secara berkala dan/etau sesuai keburtuhan.

(4) Kapala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemenntah /swasta terkair, dalam rangka meninghatkan kinerja dan
mamperiancar palaksanaan migas dan fungs UPT.

BABR VT
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

FPasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabstan struktural dan jabatan fungsional
mmwun.mmammnmmmm

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1] Dalam rangka mendukung pelaksanasn proses belnjar mengnjar serta untuk
mendukung kegiatan kepegawnian Kepala UPT dapat membentuk satuan
tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam

UPT dengan Keputusan Kepala UFT.
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{2) Pembentukan satuan tuges/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau
nama lainnya dalam UPT sebagrimana dimaksud pads ayat (1}, dilaporian
mmuwmm

EAB IX
EKETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ind mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daermh Provinsi Sulawes
Selntan.
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Mﬁ-m PROVINSI SULAWES] SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 39



LAMPIRAN | : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR -

TANGOAL
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGER! PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINS! SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWES] SELATAN

Ei




LAMPTRAN I - PERATURAN GURERNUR SULAWES! SELATAN
NOMOR 9% TAHUN 2017
TANGOAL § 26 JANUARL 2017
TENTANG . ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEXKMIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGER] PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINS] SULAWES] SELATAN

DAFTAR NAMA NAMA UNTT PELAKRANA TEKNTE SEROLAH WENENGAR
ATAN NEGEST PADL DINAN PENDIDAN

PROVINEL SULAWES] SELATAN

»0 KAB/MOTA mmymm =
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1 |UPT. Wi Bantaery SMA NEGERI 1 BANTAENG [SMAN | BANTAENG
2 |UPT Wil Banterg  |SMA NEGERI 1 DISSARU [sMAN 2 BANTAENG
3 |UPT.WIL Bantaeryy  |SMA NEGERI L TOMPOBULL 3 BANTAENG
4 |UPT.WIL Buntaeng  [SMA NEGERI2 BANTAENG 4 BANTAENG
5 |UPT. Wil Bantaery [SMA NEGERI 1 EREMERASA [SMAN 5 BANTAENG
& |UPT. WIL Buntserg  |SMA NSGER! 1 ULUERE SMAM & BANTAENG
? |UPT.WiLHsme  |SMAN 1 RARRY SMAN | BARRL

5 [UPT.WiL Burrs SMAN | SOPPENG RIAIA SMAN Z BARRL
¥ |UPT. Wil Barru FMAN | TANETE RILAL | SMAN 3 BARRL
10 [UPT Wil Barry SMAN | MALLUSETAS) SMAN 4 BARRU
11 |UFT. Wil Basru SMAN | TANETE HIAJA SMAN 5 BARAL
12 |UPT. WL Barra SMAN 7 BARNY SMAN & BARRL
13 |UPT. Wil Bone [SMAN 1 WATAMPDNE EMAN | BONE

14 |UPT, Wil Bane [SMAN 1 MARE SMAN 1 BONE

15 |UPT. Wil Mene IEMAN 2 WATAMPONE SMAN 1 BONE

16 |UFT. Wi Bone SMAN 1| AJANGALE SMAN 4 BONE

17 |UPT Wil Bane SMAN 1 LAPPARIAJA [SMAN § BONE
| 18 Jurr wil Bone SMAN 1 KAHU ISMAN & BONE
o JurT, wil pooe ~/  [SMAN 5 WATAMPONE [SMAN T BONE

20 JUPT. Wil Bone SMAM 1 KAJUARA SMAN Il BONE

21 Jurr wil none CMAN 3 WATAMPONE [sman 4 powi

21 [UPT. wil Bone [SMAN 1 TONHA |sman 10 BONE
I3 |UPT. Wil Bone SMAN | LIDURENG SMAN 11 FONE
24 |UPT. Wil Bone SMAN 1 SIBULLE 12 BONE

25 |uPT. wit Bane 'SMAN & WATAMPONE SMAN 11 BONE
2 [uPT. Wil Bone [SMAN 1 TELLUSIATTINGE SMAN 14 BONE
27 |uPT. Wil. Bone CMAN 1 ULAWENS SMAN 15 BONE
28 |UPT. Wil Bone SMAN 1 AWANGPORE SMAN 16 HONE
29 |UPT. WiL Bone SMAN 1 LAMURL SMAN 17 BONE
30 |UPT. Wil Booe SMAN 1 CINA SMAN 18 BONE

31 |uPT. Wit Bone SMAN 1 PATIMPENG SMAN 19 BONE
32 JuPr. wiL Bane SMAN | AMALI SMAN 20 BONE
3 I"H-'ﬂll.ﬂm SRIAN 1 SALOMEHKD CALAN 21 BONE

34 [UPT Wil Bone |SMAN 2 LIBURENG SMAN 21 BONE

35 |UPT. Wil Bone SMAN 1 BONTOCANI [sman 23 BONE

38 |urt wi. sons

[ SMAN 1 DUA BOCCOE

[sman 24 Bone
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